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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyebutkan bahwa ada lima jenis pajak daerah khususnya 

pajak provinsi, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari berbagai jenis pajak daerah khususnya 

provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu pajak yang 

memberikan kontribusi yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah 

provinsi. 

 Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 

2017;194). Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) 

Prastowo (2018) menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak 

masih rendah (www.finance.detik.com) 

 Sedangkan menurut Indrawati (2018) Menteri Keuangan mengaku 

masalah kepatuhan pajak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus 

diselesaikan. Rasio pajak di Indonesia masih berada di angka 10,78 persen, lebih 

rendah dibandingkan rasio pajak di Malaysia atau Singapura yang berada di level 

14-15 persen (www.tirto.id). 
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Tabel 1.1 

Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan 

Kewajiban 

Tahun Jumlah Kendaraan 

Bermotor Roda Dua 

Wajib Pajak yang Melakukan 

Kewajiban 

2014 606.829 185.354 

2015 626.291 148.351 

2016 629.831 159.686 

2017 669.609 163.448 

2018 700.923 143.332 

Sumber : Kantor SAMSAT Jakarta Timur 2019 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor roda dua dillSAMSAT Jakarta Timur masih sangat rendah, 

perkembangan jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan namun 

tidak di imbangi dengan kepatuhanlwajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya 

dalam membayar pajak.  

 Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi 

Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh 

maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, 

pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut 

akan  menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 

2017;196). 

 Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti 

dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara 

(Rahayu, 2017;191). Self assessment system yang kini dianut Indonesia dalam hal 

pemungutan pajak memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada 
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Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terwujud 

apabila adanya kesadaran Wajib Pajak dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Jika ada 

kesadaran dari Wajib Pajak maka sikap patuh, taat, dan disiplin akan muncul 

dengan begitu. Dengan demikian kesadaran wajib pajak yang tinggi akan 

memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak yang lebih baik dan 

meningkat.  

 Namun Julianto (2017) Kasibdit Pelayanan Operasional Direktorat 

Teknologi Informasi Perpajakan Ditjen Pajak memaparkan walaupun upaya dalam 

mensosialisasikan wajib pajak sudah dilakukan dengan maksimal, seperti 

memanfaatkan sosial media dan mensosialisasikannya lewat media lain, namun 

kesadaran pajak masyarakat Indonesia memang masih dirasa kurang 

(www.elshinta.com). 

  Hal ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Cahyadi dan 

Jati (2016) yang menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu 

hipotesis ini yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep 

ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai 

dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan 

pajak terutang sampai dengan bagaiamana pengisian pelaporan pajak (Rahayu, 

2017;42). Wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan secara jelas 

cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa apabila wajib 
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pajak semakin mengetahui peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib 

pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajian perpajakan 

mereka. Prastowo (2017) menilai minimnya pemahaman dan kesadaran 

masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak terjadi karena pengetahuan pajak 

yang diperoleh masyarakat belum optimal (www.borneonews.co.id) 

 Menurut Lestyo (2017) Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Sukamara, juga mengatakan akibat 

minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan, 

membuat pembayaran dan kepatuhan pelaporan pajak masih rendah. Pentingnya 

peran pajak masih belum banyak diketahui masyarakat. Sehingga kepatuhan 

dalam pembayaran maupun pelaporan pajak masih sangat rendah 

(www.borneonews.co.id) 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yunita dkk 

(2017) menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu hipotesis ini 

yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan 

dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan istansi pajak 

kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak ke Negara, 

tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung (Rahayu, 2017;136). Namun 

Kualitas Pelayanan di Indonesia masih terbilang rendah. Komite Pengawas 

Perpajakan (2018) mencatat 60% dari 432 pengaduan yang sampai ke tangan 

http://www.borneonews.co.id/
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Komwas Perpajakan mengaku kecewa terhadap Pelayanan Pajak 

(www.ortax.org).  

 Hal ini sejalan dan telah dilakukan penelitian oleh Wulandari dkk (2017) 

menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu hipotesis ini yaitu 

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Berdasarkan sudut pandang Islam, Menurut Gusfahmi (2011;28) Pajak 

dalam Bahasa Arab disebut dengan Adh-dharibah, yang berasal dari kata dasar 

dharaba, yadhribu, dharban yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, 

memukul, menerangkan atau membebankan. Pajak disebut beban karena 

merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam 

pelaksanaannya dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan berat). Walaupun pada 

umumnya pajak dirasakan sebagi sebuah beban, tetapi prinsip pemberlakuan pajak 

terhadap masyarakat harus mengandung prinsip keadilan dan kemaslahatan 

umum. Prinsip keadilan akan membawa kesejahteraan ekonomi dan juga 

keselarasan sosial. Pemberlakuan pajak harus dilakukan tanpa ada pihak yang 

merasa di rugikan. Sedangkan prinsip kemaslahatan umum dapat dilakukan 

dengan menjauhkan kepentingan pribadi dan mementingkan kepentingan bersama 

terlebih dahulu. 

 Berdasarkan uraian dan kondisi yang telah dipaparkan, memberikan 

motivasi untuk dilakukakannya penelitian yang berjudul “PENGARUH 

KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN 
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KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TINJAUANNYA DARI SUDUT 

PANDANG ISLAM (STUDI KASUS DI SAMSAT JAKARTA TIMUR 

TAHUN 2019) 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di buat rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor roda? 

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor roda dua?  

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor roda dua?  

4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan 

kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda 

dua ditinjau dari sudut pandang Islam? 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahuhi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.  

2. Untuk mengetahuhi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.  
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3. Untuk mengetahuhi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan 

perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor roda dua ditinjau dari sudut pandang Islam.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

 Di harapkan dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan 

wawasan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya kepatuhan wajib 

pajak dapat bertambah. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan 

referensi dalam usaha meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam 

kaitannya dengan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan 

kualitas pelayanan pajak khususnya di wilayah penelitian. 

 

 

 

 

 


